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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Semarang pada tahun 2015-2016 sebelum 

dilakukan penurunan tarif pajak hiburan mampu mencapai 104.42% dari target yang 

ditetapkan. Kemudian pada saat diberlakukannya penurunan tarif pada tahun 2017, 

penerimaan pajak hiburan untuk beberapa objek pajak justru mengalami penurunan. 

Namun tahun 2018-2019 penerimaan pajak hiburan kembali meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak hiburan tidak langsung berdampak terhadap 

penerimaan pajak hiburan pada saat diterbitkannya peraturan yang dapat disebabkan 

karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang pada 

saat penurunan tarif pajak mulai hiburan berlaku.  

2. Sebelum terjadi penurunan tarif pajak pada tahun 2015-2016, realisasi pajak hiburan 

mampu mencapai target penerimaannya dengan persentase lebih dari 100%. Namun 

pada saat pertama kali diterapkan penurunan tarif pajak hiburan pada tahun 2017, 

realisasi pajak hiburan justru tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase 

87%. Kemudian setelah diberlakukannya penurunan tarif pajak hiburan pada tahun 

2018-2019, realisasi penerimaan pajak hiburan kembali mengalami peningkatan dan 

berhasil melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten 

Semarang pada tahun 2018 baru mulai gencar melakukan sosialisasi terkait penurunan 

tarif pajak hiburan sehingga lebih banyak wajib pajak yang membayar pajak. 
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3. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 dapat dikategorikan sangat 

kurang yang dibuktikan dengan persentase kontribusi di bawah 10%. Hal ini sesuai 

dengan klasifikasi kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 

(1991) dalam Arditia (2012) yang ditampilkan dalam bab IV. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang 

Pemerintah Kabupaten Semarang dapat melakukan sosialisasi dengan mendatangi 

langsung pemilik tempat hiburan yang mungkin belum mengetahui mengenai adanya 

kebijakan baru terkait penurunan tarif pajak hiburan dan memberikan brosur yang berisi 

penjelasan mengenai perubahan tarif pajak hiburan. Ketidaktahuan wajib pajak tersebut 

mungkin merupakan salah satu faktor penerimaan pajak hiburan tidak berhasil 

mencapai target pada tahun 2017. Oleh karena itu dengan sosialisasi diharapkan 

penerimaan pajak hiburan dapat lebih meningkat. 

2. Bagi Wajib Pajak Hiburan 

Wajib Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang diharapkan dapat membayar dan 

melaporkan pajak hiburan dengan tepat waktu sehingga dapat membantu meningkatkan 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang yang selanjutnya akan digunakan 

untuk membiayai pembangunan daerah. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran 

dengan mengisi dan menyerahkan SKPD ke BKUD paling lambat akhir bulan. Dengan 

membayar pajak tepat waktu maka wajib pajak dapat terhindar dari pengenaan sanksi 

atau denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% per bulan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan pembahasan mengenai pajak 

hiburan di daerah lainnya kemudian dapat menjadi perbandingan dengan pajak hiburan 

di Kabupaten Semarang.  
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